BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa

1.

2.

Langkah Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam metakpknyertaan
modal pada saat terjadi defisit anggaran, tidakatasalahkan selain
karena merupakan kewajiban pemerintah, hal tersgima terbukti
mampu mengatasi kondisi defisit itu sendiri dengara meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui laba penyartaadal.
Berdasarkan hasil analisis kelayakan melalui ROhétentah Daerah
Kota Kupang layak untuk melakukan investasi. Selain berdasarkan
ROI dan ROE yang diperoleh, diketahui bahwa kin&jaBank NTT
termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakanspntase ROI dan
ROE yang diperoleh telah mencapai standar ketentgsmy telah
ditetapkan. Inilah yang menjadi dasar pengambipukusan Pemerintah
Daerah Kota Kupang dalam melakukan penyertaan npati PT.Bank
NTT.

Berdasarkan hasil analisis risiko yang telah dikaky diketahui bahwa
pada tahun 2011-2013 kondisi keuangan daerah ReateDaerah Kota
Kupang berada dalam kondisi yang baik dan tidakgdorgung pada
kewajiban (utang) yang besar. Hal ini dibuktikamgin analisis rasio
utang terhadap ekuitas, dimana persentase yangolipepada tahun

2011 sebesar 0,098%, pada tahun 2012 sebesar @d2%ada tahun
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2013 sebesar 0,023%. Persentase tersebut menumjtikigkat risiko
ketergantungan utang yang dimiliki kecil, sehind@amerintah Daerah
Kota Kupang layak melakukan penyertaan modal.

4. Berdasarkan hasil analisis kontribusi laba terhagapdapatan yang
dilakukan, diketahui bahwa penyertaan modal (irasstyang dilakukan
Pemerintah Daerah Kota Kupang pada tahun 2011-2@d&niliki
kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan dakl@hni dikarenakan,
perolehan laba penyertaan modal setiap tahunnyaberemanfaat yang
besar bagi peningkatan pendapatan daerah setiamnidh Dengan
demikian, penyertaan modal wajib untuk tetap dikaku Pemerintah
Daerah Kota Kupang demi peningkatan pendapatan aldaetan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.2 Saran
1. Untuk Pemerintah Kota Kupang
Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan penyesuaidadap regulasi
yang mengatur tentang penyertaan modal (investaggr terjadi
keselarasan aturan yang berlaku antara Pemeriniaht Blan Daerah
sehingga pelaksanaan penyertaan modal (investgsat derus dilakukan
sebagai kegiatan yang wajib setiap tahunnya. Seilgiffemerintah Kota
Kupang juga perlu memperhatikan bentuk pengelugrambiayaan
lainnya untuk dilakukan, selain penyertaan modavgstasi) yang juga
memiliki manfaat yang cukup besar bagi keuanganrathaeseperti

pembentukan dana cadangan.
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2. Untuk PT.Bank NTT
PT.Bank NTT selaku pemilik modal dan pengelola noHarus lebih
meningkatkan mutu manajemen dengan bekerja sefetiti seefisien
mungkin dalam mengelola dana yang disertakan olheintah Kota
Kupang, sehingga hasil dan tujuan dasar yang teimtukan dapat
tercapai, baik untuk kesejahteraan masyarakat yugak meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunaahdae
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